TEPATKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENYENSOR 	INTERNET?





Laporan Forum Debat di  QBheadlines.com 14April  - 24 April 2008	





I. Tujuan





Melalui Forum Debat kami ingin mengajak pembaca QB Headlines untuk  turut memikirkan dan memberikan masukan dalam berbagai permasalahan penting di Tanah Air dan melihat masalah tersebut dari berbagai sudut pandang.  





Hasil debat kemudian kami laporkan kepada pihak yang relevan sebagai masukan. Kami percaya dengan masukan berbagai sudut pandang, langkah selanjutnya yang akan di ambil akan jauh lebih matang.





II. Pengantar





Langkah yang diambil oleh Pemerintah baru-baru ini dalam menyikapi beredarnya film Fitna di internet telah menimbulkan banyak reaksi. Pertanyaan yang timbul kemudian : 


Apakah perlu konten Internet di sensor ? 


Kalau ya, siapa kah yang tepat untuk melakukan penyensoran, mengingat konten Internet jumlahnya luar biasa banyak ? 


Dengan cara apa ?  


Apa konsekuensinya ? 


Apakah ada cara lain yang lebih cerdas ?





Untuk mendapat jawaban atas berbagai pertanyaan di atas, kami mengundang dua orang pakar yang sangat kompeten di bidangnya :


Bapak Onno W. Purbo


Bapak Bambang  Harymurti


untuk membuka forum dengan menyampaikan paparan pembuka. Kemudian kami membuka forum debat selama 10 hari  guna menjaring pendapat para pembaca.





Kami juga menampilkan komentar dari Bapak Pataka  sebagai bagian dari paparan pembuka karena beliau telah memberikan komentar yang sangat komprehensif selama debat berlangsung.





Komentar yang masuk selama perioda debat kami kategorikan menjadi 5 kelompok sbb :�


Adalah tugas Pemerintah untuk melindungi masyarakat  dari informasi negatif. (7 Komentar)


Gunakan cara yang lebih cerdas untuk mengontrol internet (8 Komentar)


Jalin kerja sama dengan pihak lain untuk menyaring Internet (5 Komentar)


Jangan sensor Internet, pakai energi dan dananya untuk hal lain yang lebih tepat guna. (14 Komentar)


Self Censored lebih baik (6 komentar)











III. PAPARAN PEMBUKA








	Sehat Bermasyarakat, Cerdas Berinternet 





Oleh : Onno W. Purbo





Pendapat yang paling klise, yang bertahan selama (mungkin) ribuan tahun. Semua orang tua pasti menginginkan anak-nya menjadi orang yang dapat di banggakan oleh orang tuanya. Semua orang tua pasti akan memproteksi anaknya dari hal-hal yang dianggap tidak baik bagi si anak. Tidak dapat di sangkal bahwa premis tersebut menjadi dasar banyak orang tua untuk membangun keluarga, anak bahkan usaha membangun masyarakat yang sehat agar generasi mendatang dapat menjadi lebih baik lagi.





Teknologi terus berkembang, terutama teknologi informasi, menelorkan berbagai modus baru dalam penyampaian informasi dan pengetahuan. Salah satu yang paling santer hari ini adalah Internet. Teknologi berbasis komputer ini menjadikan informasi dan pengetahuan cepat mencapai penggunanya di seluruh dunia.





Karena Internet merupakan media bebas, informasi dan pengetahuan yang ada sangat beragam. Termasuk di dalamnya informasi yang mengandung, pornografi, kekerasan, judi, penipuan (phising), adware, alkohol, drug, dating, senjata, SARA dan lain-lain, lengkap dan sangat mudah untuk di temukan. Tidak tanggung-tanggung, ada lebih dari empat juta situs yang membawa berbagai informasi tidak baik ini di Internet, seperti dilaporkan oleh OpenDNS (http://www.opendns.com). 





Daftar lengkap berbagai situs tersebut bisa di ambil gratis di:�


http://www.pinux.org/pinux-porn-list.zip (Buatan Pointer Multimedia Bandung)


http://squidguard.mesd.k12.or.us/blacklists.tgz, 


http://cri.univ-tlse1.fr/documentations/cache/squidguard_en.html#contrib


http://www.shallalist.de/Downloads/shallalist.tar.gz (1.5 juta situs & untuk non-komersial free)


http://urlblacklist.com/?sec=download (2 juta situs) 





Orang tua yang normal, yang menginginkan anak-nya maupun anak muda Indonesia untuk maju pasti akan berusaha memberikan akses ke media informasi dan pengetahuan Internet agar dapat berselancar dengan sehat dan cerdas. Mau tidak mau proteksi harus di tambahkan agar proses selancar tersebut dapat dilakukan dengan nyaman dan menyenangkan.





Saya pribadi masih berpendapat bahwa teknik blok yang paling baik, paling ampuh dan paling murah adalah  menggunakan mekanisme blok yang diberikan oleh Pencipta Manusia. Semua teknik blok lainnya, dibuat oleh manusia. Tidak ada jaminan dapat melakukan tugasnya dengan baik 100%. Ada banyak cara untuk mem- bypass proses blok buatan manusia.





Walaupun di laptop saya sendiri menggunakan Sistem Operasi Ubuntu Muslim Edition yang di tambahkan addons procon latte dan Glubble Family Edition di browser firefox sehingga sangat ampuh untuk memblokir berbagai situs dan informasi yang tidak baik. Bukan untuk apa-apa, sering kali tidak sengaja ter-klik hal yang tidak baik tersebut pada saat browsing di Internet dan menyebabkan muncul pop-up yang menyebalkan. Dengan menggunakan Ubuntu Muslim Edition, bekerja dan berselancar menjadi lebih bersih dan nikmat.





Pada dasarnya ada beberapa teknik proteksi yang dapat digunakan dan semuanya gratisnya, seperti:





-Menggunakan Sistem Operasi yang Sehat, contoh, Ubuntu Muslim Edition.


-Menggunakan Tampilan Desktop untuk Anak.


-Menggunakan Software Parental Control


-Menggunakan mekanisme blok dan Parental Control pada browser, Internet Explorer maupun Firefox.


- Menggunakan Anti Virus, Anti Trojan, dan Anti Adware.�



Semua di terangkan dengan gamblang di situs http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Teknik_Memblok_Situs_Tidak_Baik.





Salah satu sifat jelek dari situs-situs tidak baik adalah selain membuat ahlak menjadi turun, juga membuat masalah dari sisi teknis, seperti:





Menyita banyak bandwidth.


Menginfeksi & menyebarkan virus, trojan dan adware ke komputer kita.





Bagaimana dengan Warnet? Kantor? Sekolah? Dan kampus? Salah satu concern dari rekan-rekan penyelenggara Internet di tingkat institusi seperti Warnet, sekolah dan kampus terutama adalah bandwidth. Terutama Warnet, kantor, dan kampus, umumnya digunakan oleh orang yang sudah dewasa, ahlak bukan sesuatu yang harus didikte dan di proteksi. Bandwidth lebih merupakan concern pertama-nya, supaya infrastruktur yang terbatas dapat di maksimalkan untuk kegiatan yang baik.





Para administartor Warnet, kantor dan kampus, mempunyai cukup banyak solusi untuk melakukan proteksi jaringannya melalui:





Teknik blok Proxy Server


Teknik content filtering


Teknik Blok melalui OpenDNS.


Menggunakan software Appliance untuk router.





Detail teknik yang digunakan dapat dibaca dengan mudah di situs 


http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Teknik_Memblok_Situs_Tidak_Baik.





Tidak heran, jika banyak pengguna maupun administrator jaringan terutama di kantor dan kampus  yang melalukan proses bloking dan proteksi dilakukan secara sadar dan mandiri / sendiri. Tidak terjadi perdebatan panjang dan komplain karena memang konsensus / kesepakatan / hukum tidak tertulis yang di berlakukan.





Pada tanggal 25 Maret 2008, di undangkan UU ITE, yang sebenarnya sebagian besar lebih di arahkan untuk masakah transaksi elektronik (misalnya, perbankan), ternyata ada pasal atau ayat yang berkaitkan dengan masalah ahlak, seperti, pornografi, penipuan, fitnah dsb.  Berbagai komentar-pun bermunculan karena UU ITE ini belum matang, masih banyak kekurangan yang ada di UU ITE tersebut baik untuk transaksi elektronik maupun urusan lainnya. Beberapa komentar yang ada dapat dibaca di http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/25_Maret_2008_UU_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik_%28ITE%29_di_Undangkan_DPR_RI.





Yang cukup nekad adalah keputusan yang di ambil Menkominfo, pada tanggal 2 April 2008, MENKOMINFO mengeluarkan surat Nomor: 84/M.Kominfo/04/08 tanggal 2 April 2008 Perihal Pemblokiran Situs dan Blog Yang Memuat Film Fitna. Praktis, tidak lama sesudah itu akses ke situs YouTube, Multiply, RapidShare, dan beberapa situs Blog tidak lagi bisa di akses melalui Internet Indonesia. Sayang sekali, implementasi di lapangan tidak terlalu cerdas dan memblok Situs, bukan memblok URL / link menuju content yang mengandung film Fitna saja.





Situs YouTube, Multiply dan RapidShare dll, selain memuat film Fitna juga memuat banyak sekali bahan multimedia yang bersifat informasi dan pengetahuan. Bisa di bayang banyaknya hujatan dan makian yang di arahkan kepada MENKOMINFO maupun jajarannya akan ketidak cerdasan pemerintah. Ibarat ingin menangkap tikus, lumbung padi yang di bakar.





Sebetulnya, selama penentuan baik dan buruk dilakukan secara internal melalui hukum tidak tertulis dan konsensus oleh pengguna dan komunitas, sebetulnya tidak terlalu banyak masalah. Mekanisme self-censored dan Nettiquete adalah hal yang normal di masyarakat pengguna Internet.





Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memainkan peranan “Tuhan”, menentukan mana yang baik dan mana yang jelek. Apalagi menggunakan hukum tertulis yang sifatnya sangat top-down, tanpa kesepakatan dan konsensus dengan pengguna dan komunitas Internet. Yang ditakutkan adalah pemerintah menjadi badan yang melebihi “Tuhan” yang bukan mustahil mendekatkan pada karakter “Firaun”. Karakter “Firaun” akan cenderung untuk menentukan yang baik dan buruk sesuai selera Karakter “Firaun” tersebut, yang cenderung pada akhirnya men-zolim-i rakyat. Terbukti dengan kesalahan fatal dalam pemblokiran situs bukan URL menyebabkan banyak rakyat penggunakan Internet dizolimi.





Pemerintah membutuhkan rakyat, tapi tidak sebaliknya. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang tidak populis yang menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan aparat. Ingat, Pemilu sudah dekat. Pemerintah membutuhkan dukungan rakyat untuk meneruskan misinya.





Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia, terutama pengguna Internet Indonesia, umumnya orang terdidik dan terpelajar – mereka umumnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek bahkan sangat mungkin melakukan sensor sendiri menurut kriteria dan selera masing-masing.





Rakyat Indonesia ingin maju, ingin sejahtera, ingin pandai dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Rakyat lebih banyak membutuhkan pencerahan dan pemberdayaan supaya menjadi masyarakat yang sehat, sejahtera dan cerdas dalam berinternet. Internet merupakan salah satu sarana yang memungkinkan ini semua terjadi.





Self-sensor oleh masyarakat / komunitas merupakan solusi. Tapi sangat di sayangkan jika pemasungan sarana untuk maju dan berkembang ini justru yang dicontohkan oleh pemerintah.











Menembak Nyamuk dengan Meriam





Oleh : Bambang Harymurti*





Berlebihan. Barangkali itu kata yang paling tepat atas kebijakkan pemerintah menutup beberapa situs, termasuk youtube, pekan pekan lalu. Alhamdulillah, puji Tuhan, Menteri Komunikasi dan Informasi akhirnya mencabut larangan itu. Menteri Muhammad Nuh mengatakan hal ini dilakukan setelah menerima surat dari pengelola situs YouTube yang menjanjikan akan memblok akses video Fitna kepada pengakses dari Indonesia.





aya tak tahu persis apa isi surat itu. Yang saya tahu persis—karena saya coba sendiri-- video Fitna di YouTube dapat saya akses sebelum pemblokiran, saat pemblokiran dan setelah pemblokiran dicabut. Memang situs YouTube tak dapat dibuka secara normal pada saat pemblokiran, namun banyak “jalan tikus dunia maya”, yang di kalangan pecandu Internet sudah merupakan pengetahuan umum, yang dapat dimanfaatkan.





Tetapi, bagi para konsumen yang hanya menggunakan internet sebagai alat kemudahan berbisnis belaka, pemblokiran ini terasa efektif. Wajar jika banyak pelaku pasar yang menggunakan berbagai situs yang ditutup itu sebagai sarana memasarkan produk mereka mengalami kerugian akibat kebijakkan pemerintah ini. Itu sebabnya mereka memprotes pemblokiran ini.





Protes mereka patut didukung. Situs-situs yang diblokir pemerintah itu sebenarnya berfungsi sebagai pasar-pasar modern dunia. Kehadiran situs-situs ini jelas sangat positif dalam memfasilitasi terjadinya berbagai transaksi bisnis, politik, sosial maupun budaya. Dan, seperti di pasar mana pun di dunia, pasti terdapat pula ekses yang negatif. Misalnya saja kehadiran gerai yang menjual VCD porno diantara ribuan VCD yang dijajakannya.





Kebijakkan pemerintah memblokir akses rakyat Indonesia pada situs-situs seperti Youtube adalah analog dengan menutup Mal Mangga Dua karena ulah segelintir pelaku pasarnya yang menjual VCD porno dan ilegal. Setelah itu, mengatakan pada pengelola mal bahwa akses hanya akan dibuka jika dijamin tak ada lagi kegiatan ilegal itu.





Kebijakan seperti ini, kata orang-orang bijak, ibarat “Menembak nyamuk dengan meriam”. Nyamuknya lolos, orang tak bersalah yang malah jadi korban.





*Wartawan. Pendapat pribadi.�





	Tugas Pemerintah Untuk Melindungi Masyarakat�


	Oleh : Pataka





Yang terbaik memang self censored, tapi ini tidak bisa berlaku untuk semua kasus secara general. Self censored hanya tepat untuk mereka yang:





1. Punya mental yang dewasa


2. Punya pengetahuan memadai


3. Punya resource yang cukup


4. Punya dukungan komunitas (peer)


5. Tidak bermaksud jahat





Tetapi, self censored tidak tepat untuk:





1. Mereka yang baru atau awam


2. Mereka yang pengetahuannya terbatas


3. Mereka yang terbatas sumberdaya


4. Mereka yang di luar komunitas pendukung internet (publik non internet yang terpengaruh material dari internet)


5. Mereka yang punya maksud jahat





Faktanya:





1. Setiap saat ada orang baru dan awam serta yang bermaksud jahat


2. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap dampak ini terhadap mereka yang baru, lemah, awam, tidak punya pengetahuan dan sumber daya


3. Masyarakat kita terlalu majemuk dan masih rawan terhadap provokasi terhadap nilai-nilai setempat


4. Setiap kasus mempunya dampak yang meluas terhadap masyarakat, merugikan stabilitas dan mengurangi ketahanan bangsa dalam segala hal


5. Pemerintah punya tanggung jawab konstitusional untuk melindungi bangsa dari segala ancaman





Konstitusi dan UU HAM menjunjung tinggi kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat dan berkumpul. Akan tetapi, konstitusi dan UU HAM lebih menjunjung tinggi lagi dan melindungi kepentingan umum dan keutuhan bangsa dan negara di atas segalanya. Setiap hak terbatas pada hak pribadi lain dan atau suatu kepentingan umum yang lebih besar.





Sehingga konsensus komunitas yang ada di internet (netiket, aturan teknis dlsb.) tidaklah lebih tinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia dan konstitusi NKRI. Karena hukum dan konstitusi itu adalah konsensus bangsa yang tertinggi yang lebih besar dan kepentingan yang lebih luas dari sekedar konsensus komunitas internet yang merupakan bagian dari komunitas besar NKRI ini.





Karena itu, pemerintah harus tetap memiliki otoritas dan wewenang untuk setiap saat melakukan pengaturan. Terutama untuk melindungi mereka yang memang tidak mampu untuk melindungi sendiri dirinya. Dimana mereka yang lemah ini JAUH lebih banyak daripada yang pintar, dewasa dan mampu melindungi dirinya di internet. Bahkan, mereka yang sudah mampu inipun juga tetap berhak untuk mendapat perlindungan karena pada saat ini unsur jahat masih sangat mungkin memperdaya mereka yang sudah berupaya melindungi diri.





So, kesimpulannya: self censored itu yang terbaik, bagi mereka yang memang sudah mampu dan dapat bertanggungjawab. Selebihnya, adalah tugas pemerintah untuk melindungi. Content regulation adalah salah satu cara untuk melindungi selain sejumlah regulasi lain, misalnya UU ITE. Sedang filtering adalah salah satu dari cara untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, disamping cara lainnya. Tinggal dicari cara yang paling baik.





Self censored yes, content regulation yes.





Banyak komentar kontra yang dasar argumentasinya kurang tepat atau bersumber dari informasi yang kurang akurat. Akibatnya penilaian terhadap masalah juga tidak obyektif.





Misalnya, isu mengenai dana 30 triliun yang akan digunakan untuk content filtering. Ini tidak benar. Pertama, sumber informasi itu adalah kutipan wawancara media dengan seorang aktor dalam konteks : aktor tsb. sedang berandai-andai.





Kedua, Untuk diketahui, dana APBN 2008 yang dialokasikan untuk Depkominfo hanya sekitar 1,2 triliun (termasuk yang paling rendah dibanding departemen lainnya). Dimana 600 milyar diantaranya dialokasikan ke program USO (Universal Service Obligation). Sisanya sekitar 600 milyar mengalami reduksi 15% atas instruksi Presiden dalam rangka pengetatan APBN mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia dan demi untuk ketahanan devisa. Sebagian besar dana itu digunakan untuk alokasi operasional tetap. Tidak ada yang direncanakan untuk kegiatan content filtering.





Kemudian ada juga komentar yang terlalu mengedepankan kebebasan individu, padahal itu tidak tepat, karena di negara kita tidak menganut demokrasi liberal. Indonesia memiliki sistem hukum serta demokrasi sendiri yang saat ini dipandang paling sesuai dengan nilai kebangsaan kita.





Tidak ada baik buruk ataupun benar salah dalam pilihan bentuk demokrasi suatu bangsa. Bahkan Indonesia adalah negara dengan index demokrasi nomor 3 terbesar di dunia. Jauh lebih baik dibandingkan negara lain terutama di wilayah Asia dan Pasifik. Salah satu parameter index ini justru kebebasan di internet dalam berbicara.





Content regulation yang akan dilakukan Pemerintah, tentu tidak dimaksudkan mencederai demokrasi melainkan justru demi untuk menegakkan hukum dan menyehatkan demokrasi di negara kita sendiri yang berdaulat dan bermartabat.








	IV. Komentar








1.  Adalah tugas Pemerintah untuk melindungi masyarakat  dari informasi negatif. (7 Komentar)


Bagi saya pesan dari pemerintah RI sangat jelas bahwa barang siapa yang mencoba merusak dan tidak mau mendengarkan keluhan dari bangsa Indonesia dengan cara teknologi atau cara apapun akan mengalami nasib serupa, artinya sebagai penguasa kali ini terpaksa menggunakan kekuasaannya untuk kemslahatan rakyat banyak dan kestabilan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Meskipun selama seminggu kemarin emosi saya sempat terbawa kepada yang kontra dan saya kesusahan bisa akses klip-klip favorit saya toh sayapun tetap bisa menembus you tube melalui proxy-proxy bebas yang jumlahnya ribuan dan letaknya entah dimana. Bagi saya liberal boleh tetapi terlalu liberal di dunia ini kayaknya nggak deh, apalagi kalau sudah menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. (Riyanto)


Ilmu dan Teknologi akan selalu memiliki 2 hal yaitu kebaikan dan keburukan dan hal ini /hukum ini berlaku untuk semua ciptaan Tuhan. Oleh karena itu apapun tindakan yang kita harus memiliki tingkat penyeimbang yang selaras.


Kembali kepada topik mengapa saya harus katakan "Pro" adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia hanya segelintir saja yang mengerti dan memahami konteks "globalisasi knowledge/technology" via internet, sehingga mayoritas masih belum "mature". Mereka mungkin sudah "educated" namun belum "mature" . Maaf saya melakukan analogi ini dengan negara yang sangat progressif dalam pembangunan seperti : China dan Iran, dan saya berkunjung dan menyaksikan bagaimana "pemerintah" melakukan proteksi terhadap akses negatif pada Internet. Hal ini memang fungsi kontrol yang ada pemerintah karena pemerintah ibarat imam dan pemimpin yang selalu memberikan fokus apa yang terbaik untuk rakyat, bukan instead rakyat yang menentukan, maaf saya bukan bermaksud menentang demokrasi, namun demokrasi barat ala amerika menurut saya untuk di Indonesia sudah kebablasan, sehingga rakyat kita menjadi" banyak maunya" dan tidak fokus apa yang menjadi ideal "founding fathers" bukan hanya di Indonesia namun di negara lainnya yang memiliki value "membangun dan memiliki identitas bangsa". For sure we (GOVERNMENT) need to protect our people dan bukan "self protect". (lepas apakah itu masalah teknis /mekanisme). (Mirza Purnama Ranadireksa) 


Saya sebenarnya kurang setuju kalau pemerintah memblokir situs-situs baik seperti Youtube (Fitna), atau situs porno sekalipun, karena kalau kita perhatikan banyak penjual majalah/vcd porno berkeliaran seenaknya. Namun saya mengerti mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, karena "saringan akal sehat " bangsa Indonesia sudah sangat rapuh, sehingga hampir semua komponen bangsa ini mudah terprovokasi.Buat manusia yang berakhlak kuat nonton atau meyaksikan apapun tidak akan berpengaruh terhadap keyakinannya. Pesan saya buat Bpk Menkominfo, lakukan yang terbaik menurut anda, jangan takut karena pekerjaan anda bukan hanya bertanggung jawab terhadap keutuhan bangsa ini tetapi juga kelak di akhirat. (Joko)


Gw stuju banget sm om purboo!!! Internet hanya bisa bermanfaat jika dan hanya jika digunakan oleh orang yang berniat benar dengan cara yang benar. Masalahnya, orang seperti ini relatif jarang, dan internet cenderung menawarkan berbagai hal yang berbau negatif. Sehingga keumuman isi dari internet perlu difilter sehingga yang didapat adalah yang positif. Memang tidak bisa menghilangkan sepenuhnya efek negatif dari internet, tapi paling tidak langkah pemerintah ini bisa MENGURANGI. Salut buat pemerintah!!! (Ivan)


DUKUNG AKSI PEMERINTAH, PEMIMPINN KITA!!! Blok semua situs negatif sehingga akhlak bangsa bisa naik. Saya prihatin melihat anak SD tetangga saya yang sering ke warnet hanya untuk melihat situs porno. So, langkah pemerintah ini patut kita dukung dan sukseskan. Pasti dengan dibloknya situs2 berbau SARA & negatif bisa meningkatkan moral bangsa & akhlak manusia Indonesia!! (Yosua)





Bagaimanapun self censored itu susah untuk diterapkan, saya mendengarnya seperti mendengar solusi kuno pelajaran PPKN jaman sekolah dulu jika ada permasalahan sosial: "kembali ke pribadi masing-masing". Ini yang susah diimplementasikan ke masyarakat pada umumnya. Harus ada regulasi tegas dari pihak yang berotoritas, dan tindakan pemerintah ini saya pikir merupakan langkah yang TERBAIK. (Frenky)





Dari sisi kebijakan bahwa pemerintah bisa mensensor internet sangat saya dukung. Kita akan menjadi bangsa yang bermartabat kalo bisa melakukan kendali terhadap masyarakat. Dan punya ketegasan. Pemerintah tetap akan menanggung akibat dari penggunaan internet di Indonesia baik itu berupa dampak baik sekaligus buruk. Seumpama pemerintah tidak peduli sekalipun (membebaskan masyarakat melakukan apa saja di internet) pemerintah tetep akan menaggung nya. sebgai contoh, Warga indonesia melakukan pencurian lewat internet, meskipun begitu bangsa kita menanggungnya. Bukan berarti jika pemerintah tidak mengaturnya, terus otomatis bisa lepas tangan. Kondisi ini meng-HARUS-kan pemrintah melakukan kendali.





ini hanya sebgaian contoh saja, masih banyak contoh sosial masyarakat yang dampaknya lebih parah. seperti halnya kebebasan ber-pornografi di internet. Kita tanya saja pada diri kita, apakah kita akan mengijinkan bangsa kita berinternet tanpa kendali?? Indonesia mendudukin peringkat ke-3 dunia dalan access situs porno. Lambat laun kalao tidak dikendalikan makan perilaku kehidupan anak2 kita akan tak terkendali, pornografi akan meraja lela dan dampak dari itu seperti sex-bebas, serta perbuatan amoral remaja kita akan meningkat. Akhirnya sesuatu yang di bangun dari ke-BURUK-an tidak akan membuahkan ke-BAIK-an.(massuwidi)�





2. Gunakan cara yang lebih cerdas untuk mengontrol internet (8 Komentar)


saya setuju dengan penyensoran di Internet, tapi dilakukan dengan cara-cara yang 'pintar' dan di pertimbangkan untung ruginya. (Oden)


Bagi saya yang penting kekinian dari daftar list site yang akan di-block. Jangan sampai ada site yang terlewati atau terbawa. Terima Kasih.(Adi Wibowo A.)


Pada satu sisi, saya pada dasarnya SANGAT SETUJU dengan ide dan sikap pemerintah yang sedemikian responsif terhadap isu yang memiliki potensi memecah belah persatuan bangsa ini. Namun demikian, disisi lain saya TIDAK SETUJU dengan apa yang telah pemerintah lakukan terhadap isu yang berkembang itu. Mengapa? Nampaknya sudah sangat jelas.


Apapun itu, mari kita lihat apa yang dilakukan pemerintah, adalah sebuah langkah berani. Indonesia yang notabene masih sedemikian masih memerlukan usaha memasyarakatkan internet, dan tentunya dengan resources yang sedemikian terbatas, tetap memiliki keberanian untuk menempuh resiko kritik, cacian, makian, dll.


Salut untuk semua-nya. Semoga pemerintah lebih memikirkan dan merencanakan hal-hal yang bersifat long-term instead of short-term yang cenderung memancing kekisruhan. (Yulianus Landung)


Langkah Pemerintah menyensor Film Fitna I yang masuk ke Indonesia via Internet adalah langkah yg keliru! Seharusnya dibiarkan saja dan jangan diributkan atau dipublisir. Kalaupun ada yg mau nonton video Fitna I di Internet, mereka harus bayar mahal sewa jaringan Internet, ada berapa orang di Indonesia yg mampu??


Solusinya, Pemerintah cukup dengan menulis atau memprotes kepada Pemerintah Belanda, Google dan Admin Youtube, agar Film I jangan disebar-luaskan di Luar Negeri, sebab isinya menyebarkan kebencian dan fitnah. Toh sudah ada Netiquette atau Web-ethics yang melarang penyebaran kebencian di Internet? Kalau ini tidak mempan, langkah berikutnya: membuat sebanyak-banyaknya Film Fitna II di Youtube untuk meng-counter isi Film Fitna I.


Tolong disampaikan ke Bapak Menkominfo bahwa kesepakatan Pemerintah dengan Google untuk memblokir semua akses dari Indonesia ke Content "Fitna" adalah juga sebuah kekeliruan.


Tolong di sampaikan ke pak Nuh, akibatnya Content Film Fitna II yang meng-counter Film Fitna I di Blog saya http://masif.wordpress.com ikut diblokir Youtube mulai hari ini, dengan message sbb:"We're sorry, this video is no longer available" (R Roestam)


Ketika kita melihat kepentingan sensor itu untuk membatasi dalam pengaksesan situs atau content yang bersifat negatif sangat wajar rasanya pemerintah menerapkan itu. Moral bangsa itu sudah sangat kritis sekal ditambah dengan adanya media yang semakin menjerumuskan akhlak dan mental masyarakat Indonesia yang belum siap menerima sebuah kebebasan informasi rasanya perlu untuk mengadakan pensensoran.


Tapi kalau seperti halnya "membunuh tikus dengan membakar lumbung" tentunya itu berlebihan dan terkesan terlalu bodoh.


Dari 200 juta masyarakat Indonesia apa iya tidak ada yang mampu untuk melakukannya dengan cara yg lebih masuk akal? Rasanya pemerintah sanggup untuk "menyekolahkan" rakyatnya bahkan khusus untuk menangani hal ini, daripada uang yang ada hanya dikorupsi atau dilarikan ke sasaran yang tidak semsetinya.


Ayo Pemerintah!Jangan mau dibodohi dan jangan selalu terlambat untuk merespon segala hal! Yang ada Pemerintah hanya terus menerus dibodohi oleh orang2 yang memanfaatkan situasi! (Wisnu Prabowo)


pada dasarnya saya setuju , pemerintah memblok situs2 yang tidak baik.


apa mungkin ISP2 di pecah jadi 2 . yang terblok dan yang tidak , jadi masyarakat/ sekolah/kampus/perkantoran bisa memilih ISP mana yang cocok di terapkan. dan kompensasi dari pemerintah ke ISP yang melakukan pemblokan akan mendapatkan nilai tambah. (Bowo Astomo)


saya lebih cenderung setuju dengan pendapat kang onno, karena lebih detail. tapi saya juga tidak sepenuhnya menolak pendapat pak bambang. pemblokiran, baik itu situs atau hanya url linknya itu memang bagus, selama mengikuti korridor yang ditentukan bersama, bukan oleh hanya satu pihak.


saya sangat setuju dengan pemblokiran situs untuk beberapa hal, seperti porno, kekerasan/masochist, dll. tapi harus melalui konsensus terlebih dahulu dengan semua pihak yang berkepentingan. yang penting tidak kebablasan seperti pemerintah cina atau malaysia yang memblok situs blog demokratis. (Ridwan)


saya setuju !! pemerintah harus buat kebijaksanaan untuk memblok url2 yang tidak ethis. pendapat kang onno memang bisa & mudah di terapkan dan saya juga setuju pendapat bowo.astomo , pemerintah membagi 2 kue yang berbeda . bonus yang untuk Provide yang memblok mendapat plus, plus , plus dari pemerintah . tapi apa mungkin bisa ???? secara teknologi pasti bisa !(Dimas Saputra)


3. Jalin kerja sama dengan pihak lain untuk menyaring Internet (5 Komentar)


Ini preseden baru di Internet Indonesia. Pemerintah melihat ISP serupa dengan importir/distributor yang harus tahu apakah barang-barang yang dijualnya itu legal atau tidak. Untuk ISP, ISP harus tahu apakah isi trafiknya itu legal atau tidak. Sepertinya harus dibahas lebih secara hukum bagaimana dibandingkan bagaimana teknis sensor ini. (Husni)


Sebagai mahasiswa jurusan IT di Institut Teknologi Harapan Bangsa. Saya mendukung serta menghargai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memblokir beberapa situs karena masalah film fitna tetapi dari sudut pandang lain, masih banyak pengguna internet yang tidak terkait dengan men-download video fitna terkena dampaknya juga, menurut saya tindakan yang diambil pemerintah dinilai kurang tepat karena terlalu sepihak, tergesa-gesa serta cenderung memecahkan masalah dengan cara memukul rata.


Saya pribadi setuju dengan pendapat pa onno, informasi dan aktivitas internet di Indonesia memang perlu badan khusus atau sistem khusus yang dirancang untuk meregulasi dan mengontrol terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang negatif, kriminalitas, pornografi dan SARA. Tentunya segala kegiatan pengontrolan ini hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan serta efektif, tidak lupa mempertimbangkan kepentingan dari semua sisi.


Solusi untuk masalah ini yang terpikirkan oleh saya adalah dengan melibatkan mahasiswa, pelajar-pelajar, untuk ikut aktif terlibat dalam membantu pemerintah dalam mengontrol informasi di internet.Saya yakin banyak sekali mahasiswa yang peduli tentang hal ini. Terima kasih atas kesempatannya, Sukses Selalu (Marko Suswanto)


Saya dukung banget deh langkah pemerintah yang satu ini. Saya sangat menyadari kalau internet itu sangat bermanfaat bagi semua orang, menyadari berbagai kemudahan dan keluasan ilmu yang bisa didapat dari pemanfaatan teknologi ini demi kemajuan peradaban manusia. Namun, segala sesuatu pasti ada manfaat dan mudharatnya. Tidak terkecuali internet dengan segala bentuk dan sisi negatif dari internet yang bisa dengan mudah dilakukan oleh orang2 dari segala kalangan. Karena itu, langkah pemerintah untuk memblokir situs2 buruk dari internet saya pandang sebagai salah satu jalan yang sangat bagus dan memang perlu ditempuh, dengan harapan bahwa ini bisa mengurangi sisi buruk internet dan bisa menambah nilai manfaat dari internet itu sendiri. Saran & harapan saya, agar pemerintah mau menggandeng pihak2 yang berkompeten dalam masalah TI untuk benar2 menseriusi pemfilteran internet ini, agar hasil yang didapat bisa dirasakan lebih maksimal. Bravo buat pemerintah. (Indri)


buat para perancang UU ITE. biar bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah memang untuk tujuan mulia, supaya akhlak anak Indonesia tidak makin terkikis. menurut saya, pemerintah seharusnya lebih menekankan proteksi yang harus dilakukan oleh lembaga seperti pengelola warnet. karena dari banyak kasus, anak remaja terutama di Indonesia mengakses internet dari warnet. saran saya, pengelola harus membedakan akses untuk anak dibawah umur dengan orang dewasa. karena biar bagaimanapun, sex itu kan pengetahuan, kebutuhan bagi orang yang cukup umur, jadi jangan internetnya yang disensor, orangnya yang harus dilihat, pantas ga? (indra marto silaban) 


Yang pertama adalah kultur, sesuai apa tidaknya informasi bagi masyarakat Indonesia secara umum tentunya tidak lepas dari kultur yang ada di Indonesia. Internet juga salah satu sarana bagi suatu negara untuk mengekspor budaya setempat ke negara lain. Hal ini akan sangat mengganggu stabilitas sosial politik dan ekonomi di negara RI.


Globalisasi yang berarti "hilang"nya batas negara bukan berarti kita dapat mengadopsi begitu saja budaya dari negara lain. Jika itu berdampak positif tentunya tidak menjadi masalah tetapi jika berdampak negatif tetentunya menjadi pekerjaan tambahan bagi mpemerintah dan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Misalnya: Dalam kasus jaringan penyebaran paham-paham ekstrim dari suatu negara ke negara lain.


Yang kedua, adalah masalah psikologis. Hal ini mencakup 2 hal, pertama batas usia psikologis. Tentunya kita tidak mengharapkan anak-anak di bawah umur melihat/membaca informasi buat usia diatas 17. Kedua, kondisi masyarakat kita selama ini tidak terlatih dengan demokrasi dan transparansi karena begitu ketatnya sensor berita di masa lalu. Hal ini tercermin dari ricuhnya PILKADA di daerah-daerah. Jadi pemerintah sebaiknya membuka sensor berita tidak sekaligus tetapi secara bertahap disesuaikan kondisi psiko-sosial masyarakat Indonesia.


Intinya, internet harus tetap disensor tetapi bukan untuk kepentingan pemerintah sendiri melainkan untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan masukan dari pakar, terutama pakar psikoligi masyarakat dan budayawan, hal mana yang disensor dan hal mana yang tidak. (Apriyadi D. IKE Foundation)





	4. Jangan sensor Internet, pakai energi dan dananya untuk hal lain yang lebih tepat guna. (14 Komentar)


Dunia internet itu dunia super bebas dana bagaimanapun caranya diblok dan dibatasi pasti dan pasti akan ada cara menjebolnya. Jadi tindakan pemerintah ini sia-sia saja. Energi dan Dana yang ada lebih baik digunakan untuk pembuatan situs tandingan yang jauh lebih bermanfaat dan berkualitas. (Habibie Burhani)


Tindakan pemerintah yg berlebihan dg pemblokiran keseluruhan situs hanya karena kahadiran satu content justru mencerminkan keputusasaan pemerintah yg telah gagal mendidik mental & moral masyarakatnya sendiri. Internet, sama halnya dg berbagai hal lain di dunia, adalah sesuatu yg memang hadir dalam kehidupan manusia berikut kebaikan dan kelemahannya. Oleh karena itu yg perlu dibimbing adalah manusia2nya dalam menyikapi internet sebagaimana manusia menyikapi berbagai hal lain di dunia ini, baik hal yg positif maupun negatif. (Felicia Setiawan)


Tindakan pemerintah untuk memblokir situs Youtube, Mutiply semata-mata Depkominfo ingin cari sensasi belaka, Kalau mau merespon film fitna sebaiknya lakukan cara G to G, situs youtube lebih banyak manfaatnya daripada menutupnya secara terbuka. Sebelum memblokir situs2 ini dengan alasan pornografi, apakah pemerintah punya nyali membersihkan lapak-lapak Glodok sebagai sarang penjualan VCD/DVD Porno? (Eflin MS)


Bukankan yg harus kita larang lihat Fitna I adalah orang LN? Orang kita sdh tahu kalau Fitna I memang menjelekkan Islam. Solusi, buat Fitna II yg meng-counter Fitna I se-banyak2nya. Ini cara cerdas buat masyarakat yg cerdas! Jadi youtube jangan diblokir, sebab kita tdk bisa buat Fitna II. (S Roestam)


saya kira kurang tepat alasan pemerintah untuk memblok suatu situs secara total, karena secara keseluruhan situs tersebut bukan berisi content pornografi seperti youtube, raphidshare, multiply, dll. kalo situs porno beneran sih, gak masalah. ini sepertinya kita mengalami kemunduran di bidang TI! saya malah tidak bisa download driver komputer dari situs penyedia driver gratisan. keterlaluan! (N. Surbakty)


pak ono sendiri mengatakan pemerintah dan aparatnya kurang cerdas dalam implementasi blokir dilapangan.. jadi dech kenapa sy tidak setuju, karena yg akan melakukan pemblokiran blm siap, akhirnya jadilah "meriam digunakan menembak nyamuk" ISP tiarap, Pemakai ngedumel... (Muh Nasir)


Di internet merupakan cerminan kehidupan demokrasi. Orang mau apa bebas. Ada yang baik, menggunakan internet untuk hal-hal yang berguna, ada juga yang sebaliknya menggunakan untuk hal negatif. Seperti halnya di kehidupan nyata, prostitusi. Hal tersebut dilarang agama, dilarang UU. Tetapi tetap jalan. Maka yang bisa dilakukan hanyalah lokalisasi.


Saya mendukung sensor dicabut. Biarlah para pengguna yang memilih. Mau jadi baik, syukur. Mau jadi bejat ya silahkan. Toh liat gambar porno di internet tidak memberikan peningkatan kejahatan sexual secara signifikan. Tetap kembali ke pribadi masing-masing. Lihat gambar porno terus selama berjam-jam juga paling sebentar saja bosan. (Iwan Prasetyo)


Jika dilakukan pemblokiran, maka para "penjahat" belum tentu akan gulung tikar, melainkan menjadi semakin kreatif dalam "mengakali" blokir tersebut, salah satunya adalah dengan "penyamaran", semisal menggunakan nama website yang tidak ada hubungannya untuk website "XXX" mereka, contohnya www.berkebun.com ternyata merupakan situs porno. Akibatnya akan ada "salah sasaran" yaitu orang yang tidak ingin mengakses pornografi malah mendapatkannya karena ketidaktahuan.


Coba kalau tidak diblokir, maka tidak akan susah2 dilakukan "penyamaran" sehingga suatu konten akan sesuai dengan bungkusnya, sehingga yang dapat mengakses pornografi hanyalah mereka yang benar-benar berniat melakukannya (Ismoyo)


ngapain seh kudu disensor sagala?? apalagi sambil ngeluarin duit sampe 30 T, gelo ajah...mendingan dipake buat entaskan kemiskinan tuh duit....aya-aya wae,... coba anda klik google, cari kata 'situs porno', kayaknya gak muncul tuh, kayak gituh sensor yg bagus. trus,..anggaran 30 M buat situs pariwisata,..buset...mending buat program lainnya...masih banyak para seniman kreatif yg senngsara tuh... (Iwasindo)


Intinya, pemerintah kita itu sudah tidak mau berpikir tentang akar persoalan yang ada dalam bangsa ini. Atau malah sudah tidak mampu berpikir. Sehingga dengan 30 T, berharap solusi sesaat bisa diperoleh. Padahal, kalau melihat kasus film FITNA, film itu dibuat dengan mereduksi informasi sehingga yang tertayang adalah potongan2 visual yang sanggup membuat gerah sejumlah umat manusia. Ada ketidakimbangan dan ketidakutuhan informasi dalam film ini. Artinya, meneer Geert membuat film ini menggunakan intelejensi, dengan intelektualitas.


Kalau saja uang 30 trilyun itu dipakai untuk, diantaranya, mencerdaskan rakyat dengan pendidikan; saya yakin kita akan melihat karya2 semacam itu dengan kritis dan arif, sekalipun itu adalah karya pornografi. Kuncinya adalah kecerdasan dalam melihat, memahami, dan bersikap. Tidak perlu blok situs segala dengan harga yang sangat fantastis!!


Tapi, yah, mau gimana lagi, wong pemerintahnya aja naif. BLBI, yang setara dengan utang negara aja gak kelar2, malah sebagian orang sudah dicap "bebas hutang". Apalagi uang "receh" 30 trilyun seperti ini, mungkin hanya dianggap sebagai "rokok" aja. (Ruly Darmawan)


Biarlah orangtua memegang peran lebih besar mengenai pendidikan anak-anak mereka, menekankan apa yang baik dan tidak baik. Saya memilih pemerintah untuk mengatur bagaimana mencapai kesejkahteraan dlm hidup, bukan melarang apa yang boleh dan tidak boleh saya lihat. Terima kasih. (Abdullah Alamudi)


Saya sangat tidak setuju kebijakan sensor internet oleh pemerintah. Selain membatasi akses publik untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan, kebijakan ini membatasi kemampuan publik untuk menentukan sikap dalam menyerap informasi melalui internet secara mandiri. Ditakutkan kebijakan sensor internet menjadi kebijakan satu arah yang membuat masyarakat tidak bisa bersikap dewasa dalam memilih dan mengumpulkan informasi yang berguna untuk menjawab persoalan sehari-hari mereka. (Gustaff H. Iskandar)


menyensor internet mungkin bukan hal yang mudah. alangkah baiknya jika mencoba menyensor hal2 yang barangkali sederhana, misalnya tayangan TV, film bioskop, pejabat/staf yang korup, miras, tempat prostitusi..., baru setelah itu bisa...coba ke internet... (Joko S)


Dari tulisan ini sebenarnya Pak Onno dan Pak Bambang sepakat mengenai ketidak-setujuan mereka tentang cara pemerintah memblokir Internet. Dan saya sepakat dengan mereka berdua. Salam (Elisa)


Pekerjaan yang sangat percuma yang buang2 waktu dan dana, mendingan ngeblok harga2 pak menteri (Anton)











5. Self Censored lebih baik (6 komentar)


Pak Onno kelihatannya lebih menyarankan self censored. (Saya setuju dengan cara itu.) (Budi Rahardjo)





Saya sepakat komentarnya pak Budi Raharjo (Dodi Apriananta)





setuju pak,


saya juga agak kecewa dengan tindakan pemerintah yang grusa grusu langsung menutup situs-situs tersebut. akibatnya manurut saya malah jadi tambah parah dan yang ada makin banyak orang yang penasaran dan menggunakan segala cara untuk membuka situs-situs tersebut. yang ga tau apa-apa itu lo yang jadi korban ^_^ (Wanda Djatmiko)





saya setuju dengan self censored, tapi melihat kenyataan saat ini bahwa


pengguna warnet banyak juga usia SD & SMP nampaknya blok juga penting entah itu yang diusahakan oleh pengelola warnet ataupun pemerintah, hanya saja pertimbangkan juga cara blok yang baik, kalau harus kehilangan lumbung padi hanya karena tikus kerugiannya terlalu besar. (Heri Rachmat)





saya sependapat dengan Pak Budi Raharjo. imho, melakukan sensor atas content internet bukanlah hal yang mudah dilakukan. saya kira, hanya akan menghabiskan usaha dan tenaga tanpa hasil yang optimal. hal terbaik yang masuk akal untuk dilakukan adalah mengembalikan pemblokiran ini ke setiap individu atau kelompok kecil. Sederhana, efisien dan efektif. jika pemerintah ingin memiliki andil besar untuk hal ini, biayailah pendidikan dengan lebih layak.


semoga pemerintah dapat melihat permasalahan dengan lebih arif dalam konteks penyelesaian optimal tepat sasaran, bukannya mengoptimalkan efek politis :) (Jimmy Yusandra)





Saya tidak setuju dengan situs porno di nternet, tapi Menurut saya yang harusnya di sosilisasikan dan dikembangkan adalah kemampuan self-censorship karena percuma sensor sana sini, selama masih banyak jalan menuju roma...


selain itu juga... sudah rahasia umum, kalau peraturan yang sifatnya mensensor itu seringkali jadi ajang penyelewengan wewenang... apalagi kalau peraturannya sifatnya karet...


Yang pasti kalau internet sampai dibatasi...


kita akan semakin kalah bersaing dengan negara2 tetangga :)(Shafiq Pontoh)











V. Kesimpulan


Disadari bahwa disamping membawa manfaat yang luar biasa, ada banyak konten di Internet yang membawa dampak negatif. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, diperlukan cara yang lebih cerdas. Berbagai input yang disampaikan diantaranya adalah :


Edukasi dan komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat luas agar mereka bisa melakukan self censored dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang telah tersedia dan dapat diperoleh secara bebas biaya.


Menjalin kerja sama yang lebih baik dengan berbagai pihak yang dapat berperan aktif didalam memfilter konten negatif yang ada di Internet, misalnya :


ISP


Para Pakar TI


Administrator Kampus, Mahasiwa dan Pelajar


Pengelola Warnet


Pakar Psikologi dan Budayawan


Rakyat Indonesia ingin maju, ingin sejahtera, ingin pandai dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Rakyat lebih banyak membutuhkan pencerahan dan pemberdayaan supaya menjadi masyarakat yang sehat, sejahtera dan cerdas dalam berinternet. Internet merupakan salah satu sarana yang memungkinkan ini semua terjadi.





